
C.2.1 C.2.2
Latar Belakang: Kebijakan:
Bagian ini menjelaskan latar belakang, 
tujuan, dan rasional penetapan standar
perguruan tinggi terkait tata pamong, 
tata kelola, dan kerjasama yang 
mencakup: sistem tata pamong, 
kepemimpinan, pengelolaan, kode
etik,penjaminan mutu, dan kerjasama. 
Tata pamong merujuk pada struktur
organisasi, mekanisme dan proses 
bagaimana suatu institusi dikendalikan
dan diarahkan untuk melaksanakan misi
dan mencapai visinya. Tata pamong
juga harus mengimplementasikan
manajemen risiko untuk menjamin
keberlangsungan perguruan tinggi. 
Pada bagian ini harus dideskripsikan
perwujudan tata pamong universitas
yang baik (good university governance/ 
GUG), sistem pengelolaan, sistem
penjaminan mutu, dan kerjasama
dengan mitra.

Berisi deskripsi dokumen formal 
kebijakan pengembangan sistem
tata pamong yang ditetapkan oleh
perguruan tinggi, legalitas
organisasi dan tata kerja institusi, 
sistem pengelolaan, sistem
penjaminan mutu, dan kerjasama.

Prinsip ISO 9001: 2015 
Clausul 6.1.2



Bagian ini menjelaskan mekanisme 

penetapan dan pencapaian 

standarperguruan tinggi terkait tata 

pamong (pemenuhan kelengkapan organ 

perguruan tinggi dan tupoksinya), tata 

kelola (sistem pengelolaan dan system 

penjaminan mutu) dan kerjasama. Pada 

bagian ini juga harus diuraikan sumber 

daya yang akan dialokasikan untuk 

mencapai standar yang telah ditetapkan 

serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

C.2.3 C.2.4
Strategi Pencapaian Indikator Kinerja
Standart Utama

a. Tata Pamong dan Tata Kelola

1) Ketersediaan dokumen formal sistem
tata pamong dan tata kelola untuk
menyusun arah strategis sesuai
dengan konteks institusi untuk
menjamin akuntabilitas, 
keberlanjutan dan transparansi, 
serta memitigasi potensi risiko,
termasuk dalam pengembangan
organisasi.

2) Ketersediaan dokumen formal 
struktur organisasi dan tata kerja
institusi beserta tugas pokok dan
fungsinya.

3) Ketersediaan bukti yang sahih terkait
praktek baik perwujudan GUG 
mencakup 5 pilar, yaitu: kredibilitas, 
transparansi, akuntabilitas, tanggung
jawab, dan berkeadilan.



b. Kepemimpinan

Ketersediaan dokumen formal dan bukti
yang sahih efektivitas kepemimpinan
yang mencakup 3 aspek berikut:

1) Kepemimpinan Operasional.

2) Kepemimpinan Organisasional

3) Kepemimpinan Publik.

c. Pengelolaan

1) Ketersediaan bukti formal 
keberfungsian sistem pengelolaan
fungsional dan operasional perguruan
tinggi yang meliputi perencanaan
(planning), pengorganisasian
(organizing),penempatan personil
(staffing), pengarahan (leading), dan
pengawasan (controlling).

2) Ketersediaan dokumen formal dan 
pedoman pengelolaan mencakup aspek: a) 
pendidikan, b) pengembangan suasana 
akademik dan otonomi keilmuan, c) 
kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) 
SDM,g) Keuangan, h) Sarana dan 
Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu,dan 
j) Kerjasama.

3) Ketersediaan bukti yang sahih tentang 
implementasi kebijakan dan pedoman 
pengelolaan aspek: a) pendidikan, b) 
pengembangan suasana akademik dan 
otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, 
d)penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, 
h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem 
Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama.

4) Ketersediaan dokumen formal dan bukti 
mekanisme persetujuan dan penetapan 
terhadap rencana strategis (yang 
mencakup perencanaan finansial dan 
sumber daya, pengelolaan dan 
pengendalian risiko, kepatuhan terhadap 
peraturan, konflik kepentingan, pelaporan 
danaudit).



IDENTIFIKASI POTENSI RISIKO DAN MITIGASI ACTION



d. Sistim Penjaminan Mutu

1) Ketersediaan dokumen formal pengembangan
sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.

2) Terbangunnya sistem penjaminan mutu
internal yang fungsional yang paling tidak
termasuk:

a) Dokumen formal pembentukan unsur
pelaksana penjaminan mutu internal di 
perguruan tinggi.

b) Ketersedian dokumen mutu yang dapat
mencakup: pernyataan komitmen mutu, 
kebijakan mutu, standar mutu, manual 
mutu dan dokumen lain yang diperlukan.

c) Ketersediaan rencana strategis penjaminan
mutu yang mencakup: strategi, kebijakan, 
pemberdayaan para pemangku
kepentingan yang merupakan bagian dari
rencana jangka menengah maupun jangka
panjang.

d) Bukti yang sahih terkait efektivitas
pelaksanaan penjaminan mutu yang 
ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, 
dikendalikan, dan ditindak lanjuti untuk
perbaikan yang berkelanjutan (PPEPP).

e) Bukti sahih pelaksanaan monitoring dan
evaluasi penjaminan mutu yang 
terstruktur, ditindaklanjuti, dan
berkelanjutan

f) Bukti sahih sistem perekaman dan
dokumentasi mutu, serta publikasi
hasil penjaminan mutu internal 
kepada para pemangku
kepentingan.

3) Ketersediaan bukti yang sahih terkait
praktek baik pengembangan budaya
mutu di perguruan tinggi.

4) Bukti sahih terkait hasil Sertifikasi/ 
Akreditasi/ Audit Eksternal. Bagian ini
berisi hasil analisis data:

• a) perolehan sertifikasi/ akreditasi
eksternal oleh lembaga internasional
atau nasional bereputasi. (Tabel 1.a. 
LKPT).

• b) perolehan akreditasi program 
studi oleh lembaga akreditasi
internasional bereputasi. (Tabel 1.a. 
LKPT).

• c) Pelaksanaan dan hasil audit 
eksternal keuangan di perguruan
tinggi. (Tabel 1.a. LKPT).

• d) Perolehan status terakreditasi
seluruh program studi oleh BAN-PT 
atau Lembaga Akreditasi Mandiri
(LAM). (Tabel 1.b. LKPT).

Indikator: Skor 4:

Ketersediaan dokumen formal SPMI yang 
dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek:
1) Organisasi/fungsi SPMI
2) Dokumen mutu
3) Auditor internal
4) Hasil audit, dan
5) bukti tindak lanjut

Perguruan Tinggi telah menjalankan SPMI yang 
dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki
standar yang melampaui dari SN-DIKTI, dan
menerapkan SPMI Berbasis Risiko (Risk Based 
Audit) atau inovasi lainnya.

Ketersediaan bukti yang shahih terkait praktik
baik terhadap pengembangan budaya mutu
di perguruan tinggi. 

Skkor = (A + B) /2

Perguruan Tinggi memiliki bukti yang shahih terkait
praktik baik terhadap pengembangan budaya mutu
di perguruan tinggi, melalui mekanisme RTM (Rapat
Tinjauan Mutu) dan mendapat pengakuan eksternal
tentang pelaksanaan budaya mutu dari lembaga
yang kredibel.







e. Kerjasama

1) Ketersediaan dokumen formal 
kebijakan dan prosedur
pengembangan jejaring dan
kemitraan (dalam dan luar negeri), 
dan monitoring dan evaluasi
kepuasan mitra kerjasama.

2) Ketersediaan dokumen perencanaan
pengembangan jejaring dan
kemitraan yang ditetapkan untuk
mencapai visi, misi dan tujuan
strategis institusi.

3) Ketersediaan data jumlah, lingkup, 
relevansi, dan kemanfaatan
kerjasama.

4) Ketersediaan bukti monitoring 
dan evaluasi pelaksanaan 
program kemitraan, tingkat 
kepuasan kepuasan mitra 
kerjasama yang diukur dengan 
instrumen yang sahih, serta 
upaya perbaikan mutu jejaring 
dan kemitraan untuk 
menjamin ketercapaian visi, 
misi dan tujuan strategis.

5) Bukti sahih kerjasama tri 
dharma yang dilengkapi 
dengan hasil analisis data 
terkait manfaat kerjasama 
bagi perguruan tinggi. (Tabel 
1.c. LKPT).





C.2.5
Indikator Kinerja
Tambahan

▪ Indikator kinerja tambahan 
adalah indikator kinerja tata 
pamong, tata kelola dan 
kerjasama lain yang ditetapkan 
oleh masing masing perguruan 
tinggi. Data indikator kinerja 
tambahan yang sahih harus 
diukur, dimonitor, dikaji, dan 
dianalisis untuk perbaikan 
berkelanjutan.

• Berisi deskripsi dan analisis 
keberhasilan dan/ atau ketidak 
berhasilan pencapaian standar 
yang telah ditetapkan. Capaian 
kinerja harus diukur dengan 
metoda yang tepat, dan hasilnya 
dianalisis serta dievaluasi. Analisis 
terhadap capaian kinerja harus 
mencakup identifikasi akar 
masalah, factor pendukung 
keberhasilan dan faktor 
penghambat ketercapaian standar, 
dan deskripsi singkat tindak lanjut 
yang akan dilakukan institusi.

C.2.6
Evaluasi dan Capaian

C.2.5  Indikator Kinerja Tambahan

Indikator: Skor 4:

Pelampauan SN-DIKTI (indicator kinerja tambahan) 
yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pada tiap
kriteria.

Perguruan tinggi memiliki standar mutu yang melampaui
SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional. 
Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, 
dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan

C.2.6 Evaluasi dan Capaian

Indikator: Skor 4:

Analisis keberhasilan dan/ atau ketidak berhasilan
pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi
yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut:
1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang 

tepat,dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan
2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup

identifikasi akar masalah, faktor pendukung
keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian
standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang 

Analisis pencapaian kinerja perguruan tinggi yang 
memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan
hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku
kepentingan.



C.2.7 C.2.8
Penjaminan Mutu Kepuasan Pengguna
Berisi deskripsi dan bukti yang sahih
sistem penjaminan mutu tata
pamong,tata kelola dan kerjasama yang 
ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya
dievaluasidan dikendalikan, serta
dilakukan upaya peningkatan sesuai
dengan siklus PPEPP 

Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap
para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, 
tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra
yang memenuhi aspek-aspek berikut:
1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, 

andal, mudah digunakan,
2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya

terekam secara komprehensif
3) dianalisis dengan metode yang tepat serta

bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan
4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti

untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran
secara berkala dan tersistem.

5) review terhadap pelaksanaan pengukuran
kepuasan para pemangku kepentingan.

6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh
para pemangku kepentingan.

C.2.8 Kepuasan Pengguna

Indikator: Skor 4:

Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan
eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan
kerjasama, mahasiswa, sumberdaya manusia, keuangan, 
sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek
sebagai berikut:
1) Menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, 

mudah digunakan,
2) Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam

secara komprehensif,
3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat

untuk pengambilan keputusan, dan
4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti

untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara
berkala dan tersistem.

Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran
kepuasan pemangku kepentingan internal dan
eksternal pada masing-masing kriteria yang 
memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan
serta mudah diakses oleh kepentingan, 
dan dilakukan review terhadap
pelaksanaan pengukuran kepuasan
pengguna

C.2.7  Penjaminan Mutu

Indikator: Skor 4:

Efektivitas pelaksanaan system penjaminan mutu
yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut:
1) Keberadaan dokumen legal formal penetapan

standar mutu luaran,
2) standar mutu luaran dilaksanakan secara

konsisten,
3) monitoring, evaluasi dan pengendalian

terhadap standar mutu luaran yang telah
ditetapkan, dan

4) hasilnya ditindaklanjuti untuk perbaikan dan
peningkatan mutu luaran.

Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem
penjaminan mutu yang terbukti efektif
memenuhi 4 aspek dan dilakukan review 
terhadap siklus penjaminan mutu luaran
yang melibatkan eksternal review.



C.2.9
Simpulan Hasil Evaluasi
serta Tindak Lanjut

Berisi ringkasan dari: 
pemosisian, masalah dan akar 
masalah, serta rencana 
perbaikan dan pengembangan 
tata pamong, tata kelola dan 
kerjasama.



TERIMA KASIH


